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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 6 TAHUN 2OL9

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO

DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI NATUNA,

bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Perahrran

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang Pelayanan

Perizinan Bemsaha terintegrasi Secara Elektronik,

kewenangan dalam memberikan fasilitasi terhadap

Usaha Mikro, kecil dan menengah menjadi Kewenangan

Lembaga Online Single Submition (OSS).

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Natuna

Nomor 55 Tahun 20 15 tentang Pendelegasian

Kewenangan Pemberian lian Usaha Mikro Dan Kecil

Kepada Camat Di Kabupaten Natuna.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Ifubupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Mengingat : 1.
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Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39021

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OA2 Nomor 1 1 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a2371,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2Ol2 tentartg

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2CIOg

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2O18 tentang

Pelayanan Penzinan Berusaha terintegrasi Secara

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9O

Tahun 2OL8 Tambahan Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 62LS).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang

Penyelenggaraarl Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 22tLl;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2Ol8

tentang Pelayanan Penzinan berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 938 Tahun 2O18).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2Ol7

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor

1e56);

MEMUTUSKAN:

MenetApKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN

BUPATI NATUNA NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA

MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN

NATUNA.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2015 tentang

Pendelegasian Kewenangan Pemberian lzrn Usaha Mikro Dan

Kecil Kepada Camat Di Kabupaten Natuna (Berita Daerah

Kabupaten Natuna Tahun 2OLS Nomor 55) Dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Bupati

diundangkan.

PasA U

mulai berlaku

Agar setiap orang mengetahuinya,

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

sejak tanggal

memerintahkan

penempatannya

Ditetapkan di Ranai

pada $ss"t 6 lanvo:n 21)tg

tffiT/
HAMID RIZAL

f

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 6 -pltta..,lan 
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BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 6
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